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PUTUSAN 

Nomor 755/Pdt.G/2024/PA.Utj 

 

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 

PENGADILAN AGAMA UJUNG TANJUNG 

 

Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah 

menjatuhkan putusan terhadap perkara cerai gugat kumulasi hak asuh anak 

antara: 

PENGGUGAT, Tempat Tanggal Lahir Bagansiapiapi 11 September 

1992, Agama Islam, Pendidikan SMA, 

Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat 

xxx xxxxxx xx, xxxxxx, xxxxxx, Kepenghuluan 

xxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, 

xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx, dengan 

domisili elektronik di email : 

mimibagan2@gmail.com, Nomor HP : 

0895380730505, sebagai Penggugat; 

Lawan 

TERGUGAT, Tempat Tanggal Lahir Bagansiapiapi 18 Desember 1994, 

Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan 

xxxxxx, Alamat xxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxx, 

xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxx 

xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx, 

sebagai  Tergugat; 

Pengadilan Agama tersebut; 

Telah mempelajari berkas perkara; 

DUDUK PERKARA 

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 02 Oktober 2024 

yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung pada tanggal 

03 Oktober 2024 Nomor 755/Pdt.G/2024/PA.Utj, dengan dali-dalil pada 

pokoknya sebagai berikut: 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1
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1. Bahwa pada tanggal 12 Juni 2015, Penggugat dengan Tergugat 

melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah 

Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxx xxxxxx, Kabupaten Rokan Hilir, 

xxxxxxxx xxxx, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 

383/27/VI/2015 tertanggal 16 Juni 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan 

Agama (KUA) xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx;  

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus Perawan sedangkan 

Tergugat berstatus Jejaka;  

3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai 

suami istri dirumah orang tua Penggugat yang beralamat di xxx xxxxxx xx, 

xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, 

Kabupaten Rokan Hilir, xxxxxxxx xxxx, sampai akhirnya Tergugat pergi 

meninggalkan rumah orang tua Penggugat dan sekarang tinggal dirumah 

orang tua Tergugat di Jl. Pelabuhan Hulu, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx 

xxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx, sedangkan 

Penggugat masih tinggal dirumah orang tua Penggugat di xxx xxxxxx xx, 

xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, 

Kabupaten Rokan Hilir, xxxxxxxx xxxx, sampai sekarang antara Penggugat 

dan Tergugat sudah tidak tinggal Bersama lagi; 

4. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat sudah pernah  

melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba’da dukhul);  

5. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 

(dua) orang anak yang bernama : 

5.1. Aqila Fahriza Fami binti Faizal, Lahir tanggal 02 Desember 2015; 

5.2. Keisya Aira Fami binti Faizal, Lahir tanggal 26 Oktober 2018; 

6. Bahwa keaadan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan 

rukun dan baik, akan tetapi sejak awal tahun 2020 antara Penggugat dengan 

Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan 

hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak 

harmonis lagi; 

7. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran Penggugat 

dengan Tergugat antara lain adalah : 

7.1. Tergugat melakukan KDRT seperti memukul badan dan menampar 

wajah Penggugat; 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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7.2. Tergugat tidak bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan rumah 

tangga; 

7.3. Tergugat jarang memberi nafkah; 

7.4. Tergugat sering bermain Judi; 

7.5. Tergugat ketahuan mengkonsumsi narkoba; 

7.6. Tergugat kurang perhatian dan tidak peduli kepada Penggugat; 

8. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat sejak 

akhir tahun 2020, Penggugat sudah tidak tahan lagi hidup dengan Tergugat 

dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi, setelah 

kejadian tersebut Tergugat pergi meninggalkan rumah orang tua Penggugat 

dan sekarang tinggal dirumah orang tua Tergugat di xxx xxxxxxxxx xxxx, 

xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx 

xxxxx, xxxxxxxx xxxx, sedangkan Penggugat masih tinggal dirumah orang 

tua Penggugat di xxx xxxxxx xx, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx 

xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, Kabupaten Rokan Hilir, xxxxxxxx xxxx, dan 

sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal Bersama lagi 

kurang lebih 3 (tiga) tahun 9 (sembilan) bulan; 

9. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah Pernah didamaikan oleh 

keluarga, namun tidak berhasil; 

10. Bahwa apabila Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak pengasuhan 

anak (hadhanah) yang bernama Aqila Fahriza Fami binti Faizal, Lahir tanggal 

02 Desember 2015 dan Keisya Aira Fami binti Faizal, Lahir tanggal 26 

Oktober 2018, tersebut belum mumayyiz dan masih sangat memerlukan 

perhatian, belaian dan kasih sayang kedua orang tuanya, terutama 

Penggugat sebagai ibu kandung maka berdasarkan pasal 105 huruf a 

instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi 

Hukum Islam” pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum 

berumur 12 tahun adalah hak ibunya” jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung 

Republik Indonesia Nomor : 27.K/AG/1982 tanggal 30 Agustus 1983 “ hak 

asuh anak yang belum berumur 12 tahun ada pada ibunya” oleh 

karenanya sangat bijaksana jika hak pengasuhan atas anak (Hadhanah) 

tersebut diserahkan kepada Penggugat; 

11. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat 

sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan 

datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi 

persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang 

berlaku; 

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua 

Pengadilan Agama Ujung Tanjung memeriksa dan mengadili perkara ini 

dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya mejatuhkan 

putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut: 

Primer : 

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; 

2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap 

Penggugat (PENGGUGAT); 

3. Menyatakan hak asuh anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat yang 

bernama Aqila Fahriza Fami binti Faizal, Lahir tanggal 02 Desember 2015 

dan Keisya Aira Fami binti Faizal, Lahir tanggal 26 Oktober 2018 diserahkan 

kepada Penggugat; 

4. Membebankan biaya perkara menurut hukum; 

Subsider :  

Mohon putusan yang seadil-adilnya;  

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah 

datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang 

menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai 

wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut 

dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan 

yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat; 

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk 

tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil 

gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat; 

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah 

datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, 

selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan 

Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum kemudian Penggugat 

mengajukan perubahan gugatan secara lisan yang pada pokoknya terkait 

gugatan hak asuh anak Penguggat ingin mencabut gugatannya tersebut; 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan 

bukti-bukti berupa:  

A.   Surat: 

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx 

xxxxxxxx xxxx, Nomor 383/27/VI/2015 Tanggal 16 Juni 2015. Bukti surat 

tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya 

yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti 

(P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;  

B.  Saksi: 

1. SAKSI 1, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut: 

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi 

adalah tetangga Penggugat;  

- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri; 

- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada 

awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak tahun 2020 rumah 

tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan 

dan pertengkaran yang terus menerus;  

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan 

Tergugat karena Tergugat jarang menafkahi Penggugat, Tergugat 

suka berjudi, Tergugat mengkonsumsi narkoba hingga melakukan 

pemukulan terhadap Penggugat;  

- Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat tentang peristiwa 

perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;  

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 3 

tahun yang lalu sampai sekarang;  

- ahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah 

lagi berkomunikasi;  

- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah 

lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak 

memperdulikan Penggugat lagi;  

- Bahwa pernah diusahakan oleh keluarga Penggugat, namun tidak 

berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi; 

2. SAKSI 2, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut: 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi 

adalah kakak ipar Penggugat;  

- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri; 

- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada 

awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak tahun 2020 rumah 

tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan 

dan pertengkaran yang terus menerus;  

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan 

Tergugat karena Tergugat jarang menafkahi Penggugat, Tergugat 

suka berjudi, Tergugat mengkonsumsi narkoba hingga melakukan 

pemukulan terhadap Penggugat;  

- Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat tentang peristiwa 

perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;  

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 3 

tahun yang lalu sampai sekarang;  

- ahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah 

lagi berkomunikasi;  

- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah 

lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak 

memperdulikan Penggugat lagi;  

- Bahwa pernah diusahakan oleh keluarga Penggugat, namun tidak 

berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi; 

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya 

sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang; 

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat 

dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 

putusan ini; 

PERTIMBANGAN HUKUM 

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah 

seperti diuraikan tersebut di atas; 

Menimbang, bahwa perkara ini adalah cerai gugat maka sesuai dengan  

ketentuan  Pasal 49  huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang 

Peradilan Agama sebagaimana telah diubah  dengan Undang-Undang Nomor 3 

Tahun 2006  dan Undang-Undang Nomor  50 Tahun 2009  perubahan kedua 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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atas Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka hal 

ini adalah menjadi kewenangan  mutlak  (kompetensi absolut) Pengadilan  

Agama; 

Menimbang bahwa dalam perkara perceraian, Penggugat mendalilkan 

adanya hubungan hukum Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, maka 

patutlah Penggugat dinilai sebagai pihak yang berkepentingan dan berkualitas 

sebagai pihak (legitima persona standi in judicio) dalam perkara a quo; 

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di 

persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai 

wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan 

patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut 

disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu gugatan tersebut 

diperiksa tanpa hadirnya Tergugat dan diputus secara verstek;  

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, 

yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan 

sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan; 

Upaya Damai 

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) 

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 

Tahun 2016 upaya perdamaian oleh Majelis Hakim dan mediasi melalui 

Mediator tidak dapat dilaksanakan terhadap perkara ini, karena Tergugat tidak 

pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, 

namun Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati 

Penggugat agar bersabar, rukun kembali dengan Tergugat dan 

mempertahankan keutuhan rumah tangganya tetapi tidak berhasil; 

Pokok Perkara 

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa 

rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun-rukun saja, namun saat 

ini sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran 

disebabkan oleh hal-hal yang telah dikemukakan oleh Penggugat dalam surat 

gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara 

tersebut di atas; 

Analisis Pembuktian  
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Menimbang, berdasarkan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 

Tahun 1975 tentang Pelaksanan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan bahwa meskipun Tergugat tidak hadir, majelis hakim akan 

mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat terlebih dahulu, karena 

terkait dengan perkara perceraian dan untuk menilai apakah gugatan 

Penggugat berdasarkan hukum dan beralasan, maka berdasarkan Pasal 283 

R.Bg jo. Pasal 1685 KUH Perdata kepada Penggugat tetap diwajibkan untuk 

membuktikan hal tersebut di atas;  

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah 

mengajukan bukti surat P.1 serta 2 (dua) orang saksi; 

Menimbang, bahwa alat bukti yang disampaikan Penggugat adalah 

bukti  tertulis P.1 berupa fotokopi yang dikeluarkan oleh pejabat yang 

berwenang dan bermaterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, 

sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg. dan Pasal 

285 R.Bg. jo. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea 

Meterai, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut secara formil 

telah memenuhi syarat sah sebagai alat bukti;  

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti P.1 tersebut telah memenuhi 

syarat formil serta tidak ada bantahan dari pihak lawan, maka alat bukti tersebut 

dapat dinilai sebagai bukti otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna 

mengikat dan menentukan dengan demikian isi dan maksud dari alat bukti P.1 

bahwa Penggugat terbukti masih terikat dalam perkawinan yang sah dengan 

Tergugat yang menikah, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) 

Kompilasi Hukum Islam; 

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah 

memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171, 172 dan 175 

RBg. yakni saksi tersebut di atas umur 15 tahun, disumpah terlebih dahulu lalu 

memberikan keterangan di persidangan satu demi satu dan identitasnya jelas 

serta telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sebagaimana dimaksud 

Pasal 308 ayat (1) dan (2) serta Pasal 309 RBg. yakni saksi-saksi tersebut 

menerangkan apa yang ia lihat, ia dengar dan ia alami, diketahui alasan-alasan 

pengetahuannya, bukan merupakan pendapat dan keterangan saksi-saksi 

tersebut saling bersesuaian dengan memperhatikan Pasal 22 ayat (2) 

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanan Undang-
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Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan oleh karena itu keterangan 

kedua saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti dan patut dipertimbangkan; 

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik 

Indonesia Nomor 299-K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 dinyatakan bahwa 

keterangan dua orang saksi dalam sengketa perceraian yang hanya 

menerangkan suatu akibat hukum (rechts bevolg) mempunyai kekuatan hukum 

sebagai dalil pembuktian; 

Fakta Hukum 

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang 

dikuatkan dengan bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi, maka dapat 

diperoleh fakta-fakta sebagai berikut : 

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah; 

- Bahwa saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam kondisi tidak 

harmonis, karena sering terjadi perselisihan;  

- Bahwa akibat dari perselisihan tersebut, Penggugat dan Tergugat saat ini 

sudah hidup pisah tempat tinggal; 

- Bahwa keluarga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun 

tidak berhasil; 

- Bahwa saat ini anak Bersama dengan Penggugat dan diasuh dengan baik; 

Pertimbangan Petitum Demi Petitum 

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat dan fakta hukum 

tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut: 

Petitum Tentang Perceraian 

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum surat gugatannya pada 

pokoknya menuntut agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat 

dengan menceraikan perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka Majelis 

Hakim akan dipertimbangkan sebagai berikut; 

Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang 

pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk 

rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa 

sebagaimana dimaksud Al-Qur’an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum 

Islam; 
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Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang menyatakan keadaan 

rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun 

saat ini sudah tidak rukun lagi, karena sering terjadi perselisihan, maka fakta-

fakta tersebut apabila dihubungkan dengan tujuan perkawinan, dapat 

disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tergolong sebagai 

rumah tangga yang pecah (broken marriage) yang sulit diharapkan untuk rukun 

kembali dalam sebuah rumah tangga yang bahagia, sehingga tujuan 

perkawinan terbukti tidak dapat terwujud; 

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI 

Nomor 534-K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996, Majelis Hakim berpendapat 

bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab 

percekcokan atau siapa yang telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu 

dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat 

dipertahankan lagi atau tidak; 

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah suatu perbuatan yang 

sedapat mungkin dihindari, namum apabila tujuan perkawinan sudah tidak 

dapat terwujud, maka mempertahankan perkawinan dalam kondisi 

sebagaimana tersebut di atas justru akan menimbulkan kemudharatan bagi 

kedua belah pihak; 

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih 

pendapat Imam Malik seperti dikutip Sayyid Sabiq dalam kitab Fiqh Sunnah 

Jilid II sebagai berikut: 

 

Artinya : Jika gugatan isteri menurut hakim telah kuat dengan bukti atau dengan 

pengakuan suami, sementara perbuatan menyakiti termasuk 

penyebab tidak langgengnya berumah tangga antara keduanya di 

samping itu hakim juga sudah tidak bisa lagi mendamaikan keduanya 

maka hakim memutuskan ikatan perkawinan keduanya dengan talak 

satu bain (bain sughra). 

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut 

di atas, maka alasan perceraian Penggugat tidak melawan hak dan telah 

memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 
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Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 

Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 

Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Dengan 

demikian gugatan cerai Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek; 

Menimbang, bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum 

pernah bercerai dan dalam keadaan ba’da dukhul, maka sesuai maksud Pasal 

119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim akan menjatuhkan 

talak satu ba’in sughra Tergugat terhadap Penggugat; 

Biaya Perkara 

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang 

perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-

Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada 

Penggugat; 

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan 

ketentuan-ketentuan hukum syar’i yang berkaitan dengan perkara ini; 

Amar Putusan 

MENGADILI 

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut 

untuk menghadap di persidangan, tidak hadir. 

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek. 

3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap 

Penggugat (PENGGUGAT). 

4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah 

Rp423.000,00 ( empat ratus dua puluh tiga ribu rupiah). 

Penutup 

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim 

pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal  

27 Rabiul Akhir 1446 Hijriah oleh Rizal Sidiq Amin, S.Sy. sebagai Hakim Ketua, 

Adam Wahid Pangaji, Lc., M.S.I. dan Putra Irwansyah, S.Sy., M.H., masing-

masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga 

dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri para 
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Hakim Anggota tersebut dan Syara Nurhayati. S.H sebagai Panitera Pengganti 

serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat; 

 

Hakim Anggota,  

 

 

Adam Wahid Pangaji, Lc., M.S.I. 

Hakim Anggota, 

 

 

Putra Irwansyah, S.Sy., M.H. 

Hakim Ketua, 

 

 

Rizal Sidiq Amin, S.Sy. 

 Panitera Pengganti, 

 

 

Syara Nurhayati. S.H 

 

Perincian biaya : 

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00  

2. Biaya Proses : Rp. 75.000,00  

3. Biaya Panggilan : Rp. 278.000,00  

4. PNBP Panggilan : Rp.  20.000,00  

5. PNBP Surat Kuasa : Rp.   

6. Biaya Redaksi : Rp. 10.000,00  

7. Biaya meterai : Rp. 10.000,00  

 Jumlah : Rp. 423.000,00  

                         (empat ratus dua puluh tiga ribu rupiah)  
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